
 

 

LEMBARAN NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.108, 2016 ADMINISTRASI. Kepariwisataan. Danau Toba. 
Pengelola Kawasan. Badan Otorita. 

 

 

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 49 TAHUN 2016 

TENTANG  

BADAN OTORITA PENGELOLA KAWASAN PARIWISATA DANAU TOBA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan, 

pengembangan, dan pembangunan Danau Toba sebagai 

salah satu kawasan strategis pariwisata nasional, perlu 

dilakukan langkah-langkah terkoordinasi, sistematis, 

terarah, dan terpadu;  

b.   bahwa untuk mempercepat pengembangan dan 

pembangunan Kawasan Pariwisata Danau Toba, 

diperlukan pengaturan secara khusus, guna menyatukan 

pelaksanaan kewenangan pengelolaan kawasan tersebut 

melalui pembentukan Badan Otorita Pengelola Kawasan 

Pariwisata Danau Toba; 

c.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pengelola 

Kawasan Pariwisata Danau Toba; 

 

Mengingat  : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4966); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang 

Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Nasional 

2010-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5262); 

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang 

Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan 

Sekitarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 191);  

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN OTORITA 

PENGELOLA KAWASAN PARIWISATA DANAU TOBA. 

 

BAB I 

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN  

 

Pasal 1 

(1) Untuk melaksanakan pengembangan Kawasan Pariwisata 

Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata 

Nasional, dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Badan 

Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba, yang 

selanjutnya disebut Otorita Danau Toba. 
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(2) Otorita Danau Toba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Presiden. 

 

BAB II 

CAKUPAN KAWASAN 

PARIWISATA DANAU TOBA 

 

Pasal 2 

(1) Cakupan Kawasan Pariwisata Danau Toba meliputi 

Kawasan Danau Toba sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang 

Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan 

Sekitarnya. 

(2) Cakupan Kawasan Pariwisata Danau Toba sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) termasuk kawasan seluas paling 

sedikit 500 (lima ratus) hektar, yang akan diberikan hak 

pengelolaannya kepada Badan Otorita Danau Toba yang 

digambarkan pada peta sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Presiden ini. 

(3) Perubahan cakupan Kawasan Pariwisata Danau Toba 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Presiden 

berdasarkan pengajuan Dewan Pengarah. 

(4) Tata cara perubahan cakupan Kawasan Pariwisata 

Danau Toba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Koordinator 

Bidang Kemaritiman selaku Ketua Dewan Pengarah. 

 

BAB III 

SUSUNAN ORGANISASI  

 

Bagian Pertama 

Umum 

 

Pasal 3 

Susunan Organisasi Otorita Danau Toba terdiri atas: 
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a. Dewan Pengarah; dan 

b. Badan Pelaksana. 

 

Bagian Kedua 

Dewan Pengarah 

 

Pasal 4 

Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf 

a, mempunyai tugas: 

a. menetapkan kebijakan umum, memberikan arahan, 

melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap 

pelaksanaan kebijakan pengelolaan, pengembangan, dan 

pembangunan Kawasan Pariwisata Danau Toba; 

b. mensinkronkan kebijakan Kementerian/Lembaga dan 

Pemerintah Daerah mengenai pengelolaan, pengembangan, 

dan pembangunan Kawasan Pariwisata Danau Toba; 

c. memberikan petunjuk pelaksanaan kepada Badan 

Pelaksana mengenai pengelolaan, pengembangan, dan 

pembangunan Kawasan Pariwisata Danau Toba sesuai 

dengan kebijakan umum Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah; dan 

d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan 

pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan 

Pariwisata Danau Toba yang dilakukan oleh Badan 

Pelaksana. 

 

Pasal 5 

(1) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf a terdiri atas: 

 a. Ketua merangkap 

anggota 

: Menteri Koordinator  

Bidang Kemaritiman; 

 b. Ketua Pelaksana 

Harian merangkap 

anggota 

: Menteri Pariwisata; 

c. Anggota  : 1. Menteri Dalam Negeri; 

2. Menteri Perencanaan 
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Pembangunan Nasional/ 

Kepala Bappenas; 

   3. Menteri Keuangan; 

4. Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan;  

   5. Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional; 

6. Menteri Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat; 

7. Menteri Perhubungan; 

8. Menteri Kelautan dan 

Perikanan; 

9. Menteri Energi dan 

Sumber Daya Mineral; 

10. Menteri Ketenagakerjaan; 

11. Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi; 

12. Kepala Badan Koordinasi 

Penanaman Modal;  

13. Sekretaris Kabinet; dan 

14. Gubernur Sumatera Utara. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata kerja 

Dewan Pengarah diatur dengan Peraturan Menteri 

Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Dewan 

Pengarah. 

 

Pasal 6 

(1) Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan 

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk 

Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris. 

(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat 

oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang 

Kemaritiman. 
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